
I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kearah kemajuan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sektor

kehidupan seperti, sektor sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, teknologi

dll, namun disamping adanya perkembangan yang cukup baik tersebut, ternyata

Indonesia mengalami perkembangan lain yang cukup memprihatinkan. Akibat

dari kemajuan tersebut ternyata membawa pengaruh terhadap pola perilaku

masyarakat yang negatif antara lain adanya kemajuan itu adalah tindak kejahatan.

Kejahatan tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial ekonomi

yang tengah berlangsung. Salah satu jenis/bentuk kejahatan yang ada adalah

korupsi. Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sulit untuk diberantas.

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar

biasa/Extraordinary Crime. Kejahatan ini telah menggerogoti hampir semua

sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga usaha penanggulangan

bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat

mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya

tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparatur yang
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bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan

lingkungannya.1

Korupsi itu sendiri merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang

menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan

stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang

bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga

memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat

menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional

maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan

dukungan manajemen tata laksanan pemerintahan yang baik dan kerja sama

internasional, termasuk pengambalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana

korupsi.2

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu

mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu

masuk” bagi tindak pidana korupsi. Inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton

dalam H.M. Arsyad Sanusi, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge,

Inggris, yang hidup di abad ke-19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia

menyatakan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”

(kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup

secara absolut).3

1 H.M. Arsyad Sanusi. Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan. Jurnal Konstitusi, Volume 6,
Nomor 2. 2009, hlm. 1
2 Ibid.
3 Ibid.
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Perkembangan praktik korupsi yang semakin menyulitkan ini dalam proses

penyidikannya, kini disikapi serius oleh beberapa negara. Penelitian oleh Negara

maju memunculkan alternatif asas pembuktian baru yang dipandang tidak

bertentangan dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun konstitusi. Strategi

hukum ini dinilai sangat efektif dalam menguak asal usul harta kekayaan yang

diduga diperoleh karena korupsi. Teori pembuktian korupsi dan tindak kriminal

lain yang selama ini digunakan di Indonesia adalah asas pembuktian ‘beyond

reasonable doubt’, artinya kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses

peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas

minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Teori ini digunakan

karena dinilai tidak bertentangan dengan prinsip ‘praduga tak bersalah’

(presumption of innocence). Namun penggunaan teori ini dalam regulasi hukum

untuk tindak pidana korupsi sering kali menyulitkan proses pembuktian kasus-

kasus korupsi. Salah satu kendala utama dalam upaya pengungkapan perkara

korupsi secara tuntas, adalah berkaitan dengan masalah pembuktian di

pengadilan.4

Pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara

korupsi, bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan. Tindak pidana korupsi

adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik tertentu, yang menyulitkan

bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Banyaknya perkara

korupsi yang gagal dibuktikan di pengadilan, yang ditandai dengan dijatuhkannya

putusan bebas bagi terdakwa, menunjukkan bahwa perkara korupsi memang

4 Ibid.



4

mengandung tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam masalah pembuktian. Di

tengah kebuntuan proses hukum pembuktian untuk menghadapkan para pelaku

korupsi kehadapan proses peradilan pidana, penerapan sistem pembalikan beban

pembuktian oleh ahli hukum saat ini diyakini mampu mengeliminasi tingkat

kesulitan pembuktian. Terlebih lagi, sampai detik ini kita semua menyadari akan

lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia Dalam sistem pembuktian terbalik,

tersangka atau terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah

atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya.5

Salah satu indikator fair trial adalah asas Non Self Incrimination. Dalam

menentukan atas setiap dakwaan yang ditujukan padanya, setiap orang berhak

“untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya

atau dipaksa mengaku bersalah” Prinsip ini dalam KUHAP tercermin secara

parsial melalui beberapa pasal yaitu Pasal 66 KUHAP bahwa tidak ada beban

kewajiban pembuktian bagi tersangka. Beban pembuktian menjadi kewajiban

Jaksa Penuntut Umum, Pasal 189 ayat (3) bahwa keterangan terdakwa hanya

dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri.

Penulisan hukum ini hendak membicarakan salah satu asas yang aktual dan

relevan dalam penuntasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dewasa ini, yakni asas

non-self incrimination. Asas ini sangat penting karena proses penegakan hukum di

satu sisi harus dihindari dari kemungkinan kesewenang-wenangan dan karena itu

harus menghormati asas praduga tak bersalah. Asas non-self incrimination itu

sendiri adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses

5 http.hukumonline.com, diakses 26 April 2012
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peradilan pidana. Hal itu dapat berupa tindakan atau pernyataan yang diambil atau

berasal dari seseorang sehingga dengan tindakan atau pernyataan itu dirinya

menjadi in a crime. Larangan ini dimulai dari beban negara untuk menuduh dan

membawa seseorang ke pengadilan, untuk membuktikan kesalahannya itu.

Seseorang yang menjadi tertuduh tidak dapat dipaksa membantu kewajiban

Negara itu. Tetapi disisi lain dalam memberlakukan pembuktian terbalik terdakwa

mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali mengenai

sistem pembuktian terbalik dengan asas non self incrimination, oleh karena itu

peneliti ingin menuangkan hasil penelitian tersebut dalam penulisan hukum yang

berjudul “Analisis Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana

Korupsi Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-

masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan peneliti dalam

mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk mempermudah dalam

pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dalam

perkara tindak pidana korupsi?
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b. Bagaimankah sistem pembuktian terbalik dalam proses pembuktian tindak

pidana korupsi dikaitkan dengan asas non self incrimination?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya

terbatas pada pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dalam perkara

tindak pidana korupsi dan sistem pembuktian terbalik dalam proses pembuktian

tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas non self incrimination. Sedangkan

dalam lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum acara pidana khususnya

pembuktian dalam perkara korupsi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dari

judul penelitian itu sendiri untuk memberikan arah yang tepat dalam proses

penelitian agar penelitian berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh

karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui

penelitian ini .Adapun tujuan obyektif dan subyektif yang hendak dicapai peneliti

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian terbalik dalam perkara tindak

pidana korupsi di Indonesia.

b. Untuk mengetahui sistem pembuktian terbalik dalam proses pembuktian

tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas non self incrimination.
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2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan

bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat

diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut

pengaturan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di

Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada

Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai sistem pembuktian terbalik dalam

proses pembuktian tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas non self

incrimination.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.6

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. 1986, hlm. 125



8

Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang

untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.7

Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau

aturan undang-undang mengenai kegunaan untuk merekonstruksi suatu kenyataan

yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan

terhadap orang lain yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan

setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan

peradilan dalam perkara pidana.8

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa inti dari hukum

pembuktian adalah :

1) Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan

pedoman mengenai cara-cara untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan

kepada terdakwa yang dibenarkan oleh undang-undang

2) Hukum pembuktian mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh

digunakan hakim dan diakui undang-undang yang digunakan untuk

membuktikan kesalahan terdakwa

3) Hukum pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur cara menggunakan

maupun menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

7 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta.1986, hlm. 36
8 Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam. Undang-
Undang R.I. No. 8 Tahun 1981, Prenada Media, Yogyakarta. 1985, hlm. 38
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Secara teoritis teori tentang pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu :

1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

(positief wettelijke bewijs theorie)

2) Sistem atau teori pembuktian negatif

3) Sistem atau teori pembuktian bebas

4) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

(La Confiction Raisonnee).

Berdasarkan teori-teori di atas, sistem pembuktian terbalik, dalam hal ini

tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa

yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian

terbalik ini merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap

"presumption of innocence" dan "non self incrimination" dan ataupun

bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam delik korupsi di Indonesia

diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem

KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik yang

bersifat terbatas atau berimbang, dan yang mengunakan sistem pembuktian

negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik

murni, (zuivere omskering bewijstlast), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas

dan berimbang.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian

“pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa

mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana
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korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan

harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi

yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan

Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya. Kata-kata

“bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila

terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak

pidana korpsi”, Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi

sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan

dakwaaanya.9

Selanjutnya dalam membicarakan asas non-self incrimination menurut sistem

peradilan pidana, berdasarkan sistem hukum Common Law (sistem

adversarial/sistem kontest), asas non-self incrimination merupakan prasyarat

utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan

tidak memihak (due process of law). Asas praduga tak bersalah merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari prinsip due process tersebut. Konsekuensi logis dari

asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak

oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan

memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (the right of non-self

incrimination), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses

penyidikan maupun dalam proses persidangan (the right to remain silent).10

Tafsir hukum atas Asas Praduga tak bersalah ialah hak seseorang tersangka untuk

tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan

9 Martiman Prodjomidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi, Mandar Maju,
Bandung. 2001, hlm. 107
10 http://www.pnbanjarmasin.go.id, diakses 20 April 2012
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sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat

absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk

”nonderogable rights” seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak

dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Rumusan kalimat

dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah:

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah

yang diteliti.11 Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan,

maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan

pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan

berbagai istilah sebagai berikut :

a. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan

sebenarnya.12

b. Sistem pembuktian terbalik adalah pembuktian yang mana tersangka atau

terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang

disangkakan atau dituduhkan kepadanya.13

11 Soerjono Soekanto, Op, Cit., hlm. 132
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991, hlm.
13
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c. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

(Pasal 2 UU PTPK).

d. Asas Non-Self Incrimination yakni hak yang diberikan kepada tersangka atau

terdakwa oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan

memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan.14

E. Sistematika Penelitian Hukum

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan

gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan

dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika

penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun penulis menyususn

sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori

dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang tinjauan umum

tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan

umum tentang asas pembuktian terbalik serta tinjauan tentang asas non self

13 Lilik Mulyadi, Tindak pidana korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, hlm. 10
14 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus,. Rineka Cipta, Jakarta. 2005, hlm. 102
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incrimination. Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemikiran mengenai

bagaimana keberlakuan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi

berkait potensi penyalahgunaan asas non self incrimination.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu

dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai

penerapan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dikaitkan

dengan asas non self incrimination.

V. PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan beberapa

kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab

sebelumnya.


